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ABSTRAK

“HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NON-PRIBUMI DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH”

Pada dasarnya, pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan
salah satu ciri dari negara hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Negara
Indonesia merupakan negara yangsberlandaskan atas hukum. Oleh sebab itu
pemenuhan hak atas setiap orang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan
oleh negara selama orang tersebut menjadi warga negara yang sah menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya diskriminasi
oleh pihak manapun.

Namun demikian, berbeda halnyasdengan yang terjadi di Yogyakarta
tentang instruksi wakil Gubernur terkait. pertanahan. Instruksi wakil gubernur
tersebut menyebutkan bahwa “keturunan“warga non-pribumi dilarang untuk
memiliki hak milik atas tanah terlepas dari bagaimana sejarah terbentuknya
kebijakan tersebut. Larangan .tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Surat
Instruksi  Wakil Gubernur® DIY Nomor: 898/1/A/1975 tentang Larangan
Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Non-pribumi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif (meneliti Bahan
Pustaka/Librar ' isis dengan melihat
i n Sivasah Syar’iyah
alisis Kaidah-Kaidah
skah, maupun artikel

Kulliyah Fighi
terkait.
gunakan metode dan
pendekatan diatas, h a pertama, tindakan yang
diambil oleh Gubernur melalui Wakil Gubernur yang dituangkan dalam surat

nsiuksi, SEFATE FLAMICTEINIVERSE ) pomodel pesar
Tindak en le dukan surat
Instruk;SU NA att'ﬁ A’l_ b G uar Peraturan
Perundang- undangan Kedua eputusan mpuh oleh Gubernur untuk
menerbitkan @ n‘K 2% ut San ng bijak sebagai
Gubernur, s bab epuitsan iKat an se a i kemashlahatan
menurut pandangan Siyasah Syar lyah

Kata Kunci : Hak Milik Atas Tanah, Instruksi, Siyasah Syar’iyah, Kaidah Kuliyah
Fighiah
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MOTTO

“Kesempurnaan itu bukan dicari, melainkan diusahakan. Engkau hanya akan
berputar-putar menghabiskan waktu di tempat yang sama jika hanya mencari
mana yang sempurna. Tapi lain halnya jika engkau bergerak, membuat sesuatu itu
menjadi sempurna”

(' Adibi Sulton))
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur akan rahmat serta ridho Allah
Dengan penuh harap kasih sayang serta cinta
Dengan segala hormat serta kerendahan hati

kupersembahkan karya pungkasan strata satu ke dalam penulisan karya ilmiah
yang tak kunjung usai dan hampit.memakan waktu 12 bulan ini untukmu

Untukmu sosok lembut penuh cinta kasih yang tiada hentinya merapalkan kalimat
sucl demidancarnya hajat.anak bungsumu.

Untukmu seorang figur yang selalu-menjadi panutan, pribadi tangguh, kekar, arif,
serta bijaksana yang dengan suka rela-memeras Keringat demi tercapainya
pendidikan setinggi-tingganya bagi anak ragilmu

Untukmu saudara serahim; putra-putri terbaik keluarga bapak Ali Subroto yang
selalu menyokong, menyalurkan sumbangsih kobaran semangat untuk saudara
terkecilmu.

Untukmu, pribadi yang gemar bertanya, “wes bab piro ?” Tanpa tau terpontang-

panting is dalam me iah ini.
e u,
I |
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab Keterangan

| Alif Tidakdilambangkan

< Ba’ B Be

< Ta’ i e

& s (dengan titik di atas)

€ e
z h H noan titik di bawah)
z Kh nh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

" SUNAN KALIJAGA®*
N A b Cu YAKARTA

J Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es dan ye

o= Sad $ Es (dengan titik di bawah)
o= Déad d De (dengan titik di bawah)
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L . |
kL -~ Z

¢ ‘Aln .

¢ Gain G

- Fa’ - V
é N Q
J Lam T )/

@] Niin L Y

s wall -

Ditulis

Te (dengan titik di bawah)
Zet (dengan titik di bawah)
Koma terbalik ke atas

Ge

Ef

Qi

Ka

C. Ta’ Marbitah di akhir kata



1. Bilata’ Marbitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya.
ik Ditulis hikmah
i Ditulis Jizyah
| BF

2. Bila ta’ Marbutah ditkuti dengan kata sandang “a/’ serta bacaan kedua

itu terpisah, maka ditulis dengan h

RRPN PR Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila tog kasra/ dan dammah

ditulis

Kag‘ ! ﬁﬁl:sﬁk A

0 dammah Ditulis

E. Vokal Panjang



fathah+alif Ditulis 4
1 s Ditulis Jahiliyyah
fathah+ya’ mati Ditulis 4
2 s Ditulis Tansa
Kasrah+ya’ Mati | Ditulis I
 F Ditulis o
dammah+wawu‘ : Ditulis u
i W Oomll S Ditulis gl
N |
W\

fathah+ya
1 0o~
ASin
fathah+wawu
2

G. Vokal Md&nGthaAalK SAKR T A

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof ()

1| Gl Ditulis a‘antum

2 | ARs i Ditulis La’in syakartum

Xi



H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila kata sandang4/if+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.

Syl Ditulis Al-Qur‘an
bl et -Ditulis Al-Qiyas
| =

2. Bila kata «#sandang  Alif+Lamdiikuti  Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan’ huruf Syamsiyyah yang.mengikutinya, serta dihilangkan

huruf | (el)-nya.

Ll Ditulis as-Sama

-Syams

.  Huruf Besar
PenulisaﬁIﬁ]bEsa'r%%MJr@e‘ Mxrﬁ\&%la_isxmpurnkan (EYD).

J. PerSILLMAm raK 1a Lll‘llAGA
Kata—kay @nGngﬁiaA kKnaAdiRis TmQArut bunyi atau

pengucapannya.

P s Ditulis Zawt al-furid

S Ditulis ahl as-Sunnah
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K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a.

Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul’buku al-Hijab. -

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, miéalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

Nama penerbit dizlndonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

| IdayahD D
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KATA PENGANTAR

Cradly Liadl sl (e arii 4 Gpalla) oyl daadl s )11 Gpen 1) ) sy
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B )

Segala puji dan syukur senantiasa-penulis panjatkan kehadirat Allah yang
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Penulis menyadari kekeliruan sangat ungki-terjadi dalam penulisan karya ilmiah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang dimiliki
dan dibawa oleh setiap orang semenjak mereka dilahirkan di dunia. Setiap orang
berhak untuk memperjuangkan haknya * masing-masing, sepanjang tidak
bertentangan dengan hak orang lain, nerma, dan aturan yang berlaku di sekitar
mereka.! Sudah menjadi kewajiban sebuah negara untuk melindungi dan
memenuhi hak asasi Setlap  orang yang menjadi warga negara. Entah orang

tersebut berstatus pribumi‘ataupun bukan (nen-pribumi) selama ia menjadi warga

negara yang sa dan memenuhi setiap
hak yang ia mil
Indone tinggi setiap hak asasi

manusia, telah me asional dan menjadikan

peraturan terSeBuf\iehjad SuhdAfyATan§ JSaldiNV ekl i dskd peraturan tersebut

ke dal5 MNANanMALrIj}A@AIebih dahulu
menjamin Min@an@ak\fas AtiaKwW )Rg -Frtum dalam Undang-

Undang Dasar 1945 yang kemudian menjadi konstitusi atau hukum tertinggi yang

berlaku di negara Indonesia.® Deklarasi bangsa Indonesia sebagai negara yang

' Prof. Dr. H. Kaelan, MS, Pendidikan Pancasila; Pendidikan Untuk Mewujudkan Nilai-
Nilai Pancasila Rasa Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air Sesuai Dengan SK. Dirjen Dikti
No.43/DIKTI/KEP/2006 Sesuai Dengan KKNI Bdg PT 2013 (Yogyakarta: Paradigma, 2016), him:
251

? Ibid.

¥ Ibid., him: 250



menjunjung tinggi HAM, pada prinsipnya termuat dalam naskah pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, dan pembukaan UUD 1945 inilah yang merupakan
sumber normatif bagi hukum positif Indonesia terutama penjabaran pasal-pasal
UUD 1945.

Berdasarkan tujuan yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945, negara melalui peraturan-peraturan kebijakan  menjamin dan
melindungi hak para warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan
hidup baik jasmani maupun rohani. Karena jika ditthik lebih mendalam kebijakan
merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana
dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.* Disahkan
kedalam sebuah produk:peraturan dan dikeluarkan oleh aparat sebagai pihak

erada dalam lingkup

ilah yang seharusnya
udah menjadi sebuah

keharusan bahwa

diskriminasi % hAddp fpe & aAgAr k€Torigdi] elipid Sab#ay golongan.
SewaNrANn yK Aall_ll’Aa@ Aang Instruksi
Wakil GquOer@ WtaﬁanKlnAJkR W'IRiI Aubernur tersebut

menyebutkan bahwa keturunan warga non-pribumi dilarang untuk memiliki hak

engandung adanya unsur

milik atas tanah, terlepas dari bagaimana sejarah terbentuknya kebijakan tersebut.
Larangan tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Surat Instruksi Wakil

Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas

* Kamus Besar Bahasa Indonesia



Tanah bagi Warga Nonpribumi.Surat instruksi tersebut banyak sekali menuai pro
dan kontra di kalangan masyarakat. Karena jika ditelaah secara yuridis, peraturan
dalam surat instruksi tersebut dirasa bertentangan dengan peraturan yang berada
di atasnya dalam urutan berdasarkan hierarki perundang-undangan, karena
muatannya yang terkesan mendiskriminasi terhadap warga non pribumi, meskipun
pada kenyataanya surat instruksi tersebut berada di bawah naungan Undang-
Undang Keistimewaan Y ogyakarta.

Secara sekilas'haluini tentu saja tidak dibenarkan dan bertentang dengan
konsep Hak Asasi Manusia yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam
Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa setiap warga mempunyai hak yang
sama tanpa pembedaan antara satu dan yang lain selama mereka menjadi warga

negara yang s Sebenarnya jika kita

telisik lebih an utama dari surat

instruksi terseb gl WNI nonpribumi /

WNI  keturunan. tersebut pada dasarnya

memberikanQdfase i dad hek [dedefili ikad dths] Ak B26i hfa3¢arakat nonpribumi

8k NAN KALIJAGA

Per\ﬁti @i @uWKﬂunKsi NasRak'i(' ﬂaris mengatakan,
KOMNAS HAM pada 2014 dan 2015 lalu telah memberikan rekomendasi pada
Gubernur DIY untuk mencabut atau menyatakan Instruksi 1975 tersebut tidak
berlaku. Seperti yang telah dijelaskan diatas, larangan itu dinilai bertentangan
dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan

Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi



Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis. Namun rekomendasi KOMNAS HAM ini belum
dilaksanakan oleh Gubernur DIY. Pada 2018, Ombudsman Republik Indonesia
juga sudah menyatakan bahwa pemberlakuan Instruksi Kepala Daerah DIY 1975
adalah mal-administrasi oleh BPN.®

Terlepas dari pernyataan—pernyataan di atas, Aturan ini tidak
mencantumkan alasan, melainkan menggunakan tafsir pemerintah bahwa
pemberlakuan Instruksi Kepala Daerah. DIY 1975 merupakan affirmative action
yang bertujuan untuk menyelamatkan hak rakyat kecil dari pemodal besar. Karena
pada saat itu perekonomian warga pribumi masih dapat dikategorikan lemah
sehingga diperlukan adanya sebuah peraturan yang dapat menyeimbangkan

perekonomian

al ketertarikan untuk
alam Surat Instruksi

Wakil Gubernur

undangan, k&EHAGE, IWPARKECS RS MEVERBITY

SUNAN KALIJAGA
s i® G Y A K AR TA

Setelah menjabarkan bagaimana latar belakang diangkatnya penelitian ini, maka

kan hierarki perundang-

ada 2 hal yang menjadi pokok permasalahan, yakni :
1. Apakah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan

untuk mengeluarkan Surat Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa

® Nurhadi Sucahyo, Kontroversi Larangan Tionghoa Miliki Tanah di Yogyakarta, diakses
dari https://www.voaindonesia.com/a/kontroversi-larangan-tionghoa-miliki-tanah-di-
yoqya/4275663.html pada tanggal 12 Desember 2018, pukul 09:58 WIB



https://www.voaindonesia.com/a/kontroversi-larangan-tionghoa-miliki-tanah-di-yogya/4275663.html
https://www.voaindonesia.com/a/kontroversi-larangan-tionghoa-miliki-tanah-di-yogya/4275663.html

Yogyakarta Nomor 898/1/A/1975 dan Dimanakah letak eksistensi surat
instruksi tersebut berdasarkan hierarki perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia ?

2. Bagaimanakah pandangan teori Siyasah Syar’iyah mengenai pemberlakuan
Surat Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
K.898/1/A/1975 tentang penyeragaman policy pemberian hak atas tanah
kepada seorang WNI Nen-Pribumi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Menjelaskan tata letak® eksistensi Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY

nomor 898/I/Al1975 berdasarkanhierarki tata peraturan perundang-

di Indonesi

mengeluarkan Surat

Yogyakarta nomor

c. MSTATE ISicADAl CibININVERS| FY vah terhadap

SMN”AN 'MAI@‘I‘]@%@ Arah Istimewa
Y0¥ik@ I@Orw.%/I/KmA tRanq' pﬂeragaman policy

pemberian hak atas tanah kepada seorang \WWNI Non-Pribumi.
2. Kegunaan penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas

wawasan masyarakat ataupun akademisi dalam hal peraturan pertanahan



di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya para akademisi yang
bergerak di bidang Hukum Tata Negara.
b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan bisa memberikan
sumbangan pemikiran terutama bagi Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta. ' Serta  memberikan “wawasan dan tambahan ilmu
pengetahuan bagi masyarakat:khususnya pada bidang hukum.
D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka pada dasarnya merupakan salah satu etika ilmiah yang
dimanfaatkan untuk memberi kejelasan informasi yang sedang dikaji dan diteliti.
Sebelum melakukan penelitian ini, penulis-berusaha menelusuri terlebih dahulu
darifbuku, j

karya-karya tuli sis, website, maupun

karya tulis lain berkaitan lan ini. Ha penulis lalukan untuk

dalam pe an ini belum pernah

dikaji oleh peneliti

1. Skripsi §aho\ dittid SEAANILT RifdNJALEJS |QoVubi dengan judul

SUNANKALHAGAws o
Indones‘/ @rt@ \JngAa Ki AaeR1 'I'stiW/a Yogyakarta”.

Permasalahan inti dalam penelitian tersebut adalah terkait dengan bagaimana
konsep kepemilikan tanah bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa
di DIY, serta bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap aturan
kepemilikan tanah Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa di

DIY.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam aturan ini
tidak bertentangan dan kepemilikan berupa HGB yang diberikan oleh kepala
daerah pada saat itu bukan merupakan pembatasan kepemilikan, namun
hanya sebatas pembagian kepemilikan di mana dalam hal ini warga keturunan
Tionghoa mempunyai kepemilikan yang tidak sempurna karena proses
kepemilikannya yang membutuhkan akad'baru di setiap perpanjangan HGB.®

2. Skripsi yang berjudul <Tinjauan Yuridis, Tentang Hak Kepemilikan Atas
Tanah Bagi Masyarakat Tionghoa-DiDaerah Istimewa Yogyakarta”. Ditulis
olen Firdausi Safitri. Permasalahan “padapenelitian ini adalah apakah
instruksi tersebut bertentangan dengan  UU dan mengapa masih berlaku serta
bagaimana solusinya:

Penelit i esearch  (penelitian

lapangan). mer yang diperoleh

melalui st erolen melalui studi

pustaka dengan i gas biro hukum, petugas

Kantor WiladeR 8PN Ol NaE s der bdddydgelt/atd Réturunan Tionghoa.
HaSMpNiA iN adaKAvL |ISILA @IAaerah No. K
898/ I/A‘é?Oaﬂbequ Aari(i ﬁ WaﬁrunNg Keistimewaan

Yogyakarta meskipun instruksi tersebut bertentangan dengan UUPA.’

® Ahmad Rifgi Jalaluddin Qolyubi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan
Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturuan Tionghoa Di Daerah Istimewa Yogyakarta,”
Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2015)

” Firdausi Safitri, “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Kepemilikan Atas Tanah Bagi
Masyarakat Tionghoa Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016)



3. Skripsi dengan judul “Perubahan Hak Atas Tanah Magersari Keraton
Yogyakarta Sebelum Dan Sesudah Disahkannya UU RI No. 13 Tahun 2012
Tentang Keistimeawaan Yogyakarta” yang disusun oleh Andhi Wahyudi.
Yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah perubahan yang
terjadi pada hak atas tanah magersari keratin Yogyakarta sebagai imbas dari
disahkannya Undang-Undang R Nomor 13 tahun 2012 dan diberlakukannya
PERDAIS Nomor 1 tahun"2017:

Berdasarkan _penelitian- ini, amanah yang terkandung dalam Undang-
Undang RI Nomor 13 tahun 2012 dan'PERDAIS Nomor 1 tahun 2017 adalah
upaya mewujudkan tatanan pertanahan yang jelas dan berkepastian hukum
sesuai isi pasal 19 UUPA. Penguasaan tanah di Yogyakarta oleh Kasultanan

dan Kadip iki hak milik, akan

menjadika i bersertifi menjadi  kekuasaan
Kasultanan i menghin kesalahan kebijakan

pertanahan ini, sangat cermat.®

4. Jurnal Hkufn T PERBaAgARD(28 INOWI@N/-ROL8)T W/-63 dengan judul
”K&@ NaAaNagi MAehLli A@ { Yogyakarta:
Diskrin\ﬁ @rir‘ﬁasﬁ’os'(” Ang itu'llE olsh Ratih Lestarini.
Tulisan tersebut hendak mengkaji keberlakuan kebijakan pertanahan terkait
pembatasan pemberian hak atas tanah bagi Warga Negara Indonesia

keturunan Tionghoa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam konteks

8Andhi Wahyudi, “Perubahan Hak Atas Tanah Magersari Keraton Yogyakarta Sebelum
Dan Sesudah Disahkannya UU RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimeawaan Yogyakarta,”
Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2017)



ini, mereka hanya dapat diberikan hak atas tanah berupa HGB, tidak
diperkenankan untuk mendapatkan hak milik atas tanah di Yogyakarta.
Sehingga pembatasan tersebut dinilai sebagai suatu pembedaan perlakuan
terhadap WNI Keturunan Tionghoa. Hal ini menjadi penting untuk dibahas
mengingat Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
menjamin penataan penguasaan tanah diarahkan untuk dapat dimanfaatkan
bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa kecuali secara adil. Pembahasan
isu dalam tulisan tersebut dilihat dalam-perspekiif sosiologi hukum sehingga
dapat menjelaskan bagaimana masyarakat Yogyakarta merespon kebijakan
tersebut.”

Berdasakan penelitian - ini, -respon masyarakat Tionghoa terhadap

kebijakan hak atas tanah oleh

warga Tion ertama, mereka yang

telah lama engerti keberlakuan

kebijakan terse Ijakan tersebut cukup adil.

Kedua, ST riS A TG duINEREER SET élakang pengusaha
mesrllgw NtAaNilijAslgalal A@Aang bersifat
diskrim‘étif@ b@taManAngKHN. R T A

5. Jurnal Hukum dengan judul ”Ketentuan Pemberian Hak Atas Tanah Kepada
Seorang WNI Non-Pribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari
Asas Persamaan Hak Menurut Ketentuan UUPA” yang ditulis oleh Astrid

Paramudita Harianto. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik

% Ratih Lestarini , “Kebijakan Pertanahan Bagi Wni Keturunan Tionghoa Di Yogyakarta:
Diskrimasi Atau Diskriminasi Positif,” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol: 48 No. 1 (Maret
2018)
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kesimpulan bahwa ketentuan pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI
Non-Pribumi di DIY berdasarkan Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor
K.898/1/A/1975 tidak  diperbolehkan  memiliki  tanah baik  tanah
pertanian maupun non pertanian dengan status tanah Hak Milik.
Apabila seorang WNI Non -Pribumi memperoleh tanah dengan Hak
Milik maka wajib melepaskan haknya dan mengajukan permohonan
hak atas tanah kepada Kepala Daerah' DIY dengan diberi Hak Guna
Bangunan (HGB)®

6. Skripsi dengan judul” ”Kajian Yuridis - Terhadap Kebijakan Pertanahan
Pemerintah Provinsi- Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemilikan Hak
Milik Atas Tanah 'Bagi Warga. Negara Indonesia Keturunan Tionghoa

Setelah B hun 1960 Tentang

Peraturan oleh Amalina Lalitya
Zata Yum i asan yakni: pertama

Sinkronisasi an rah Istimewa Yogyakarta

Normor 8TATE |SAMIC LIS VERS] Pyyeragaman Policy

Per&@l—NA Nh KASIgrzld ArG\Ara Indonesia
Non—pri\\!mOde@?in deUKanﬁoIR EFrar)A Kedua Implikasi

Instruksi  Kepala  Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.
898/ I/ A/ 1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas

Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non-pribumi terhadap Hak

' Astrid Paramudita Harianto, “Ketentuan Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang
WNI Non Pribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Asas Persamaan Hak Menurut
Ketentuan UUPA,” Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2017)
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Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dalam memperoleh
Hak Atas Tanah.'

7. Tesis dengan judul "Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada WNI Non-Pribumi” yang ditulis oleh
Firman. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum
terbitnya Surat Edaran Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898
/l /A /1975 tentang Penyeragamani Policy Pemberian Hak atas Tanah
Kepada Seorangs WNI  Non-Pribumi di DIY, dan mengetahui bentuk
diskriminasi  dalam  Surat  Edaran" Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomar K.898 /I'JA /1975  tentang Penyeragaman Policy
Pemberian Hak atassTanah Kepada Seorang WNI Non-pribumi.?

E. Kerangka Teo

Siyasa i sebagai ntuan kebijaksanaan

Al-Sunnah.® Nam as sedang perkembangan

masyarakat Sgigat TiRaiis] Meka] Bdmber pdely Btk [riehtiptakan kebijakan

juga ter&UdNrA NllngléALsI]’ A@Aapat para ahli,
yurisprudeny a@sti@t, \o!ngﬁmal( dA \/\/Rsa'r'l'buA/a.14 Akan tetapi

" Amalina Lalitya Zata Yumni, “Kajian Yuridis Terhadap Kebijakan Pertanahan
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi
Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta (2015)

12 Firman, “Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta Kepada Wni Non-Pribumi,” Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
(2018)

" Dr. Muhammad Igbal, M.Ag, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam
(Jakarta: Prenadamedia grup, 2014) him: 5
“bid.,
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sumber acuan tersebut harus diseleksi dengan kerangka Syari’at agar sejalan
dengan semangat Syari’at. Inilah yang kemudian pada akhirnya menjadi cikal-
bakal lahirnya figh yang mencakup berbagai kehidupan ummat. Salah satu aspek
figh yang dihasilkan oleh para ulama adalah yang berkaitan dengan masalah
politik dan ketatanegaraan atau Figh Siyasah.*

Penerapan Figh Siyasah tidak boleh bertentangan dengan dalil yang
bersifat Kully, memiliki nilai'universal, sekalipun ia terikat oleh tarikan masa dan
tempat tertentu. Oleh karena itu  dibutuhkan sebuah metode yang dapat
menyantuni masalah-masalah yang bersifat kondisional dan situasional, sekaligus
tidak menafikan daya ikat dalil-dalil yang bersifat Kully.

Metode yang digunakan untuk mempelajari Figh Siyasah tidak berbeda

dengan metode I n. Dalam kaitan ini,

digunakan ‘i/m an metode ini dalam
ah tidak diatur secara

terperinci oleh sya cara umum, dalam Figh

Siyasah dig®dkan PEbefapt Mddefmetofipy §MAF- Safuf e Ydalah penggunaan
Kaidah—Siw NANahKAIII_(JdIFAI@ Ahiyah sebagai
teori ulama,Yén{k)ji@kayunA nKhaAetﬂtarTFelﬁaan Figh Siyasah.

Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu

memperhatikan pengecualian dari syarat-syarat tertentu.*’

' Ibid., him: 8

' Prof. H. A. Djazuli,, Figh Siyasah :Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-
Rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2003) him: 31-32

7 Ibid., him: 36
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Seperti yang diketahui bahwa Figh Siyasah adalah Hukum Islam yang
objek pembahasannya tentang kekuasaan. Apabila lebih disederhanakan kembali,
Figh Siyasah meliputi Hukum Tata Negara, Administrasi Negara, Hukum
Internasional, dan Hukum Ekonomi.'® Apabila dilihat dari sisi hubungan, Figh
Siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai
penguasa yang konkret didalam ruang lingkup satu negara ataupun dalam masalah
kebijakan.

Ada beberapa kaidah-kaidah fighiyah yang berkaitan dengan masalah

kebijakan, salah satunya adalah kaidah:
iy By e 1 e eyl Gdia
Kaidah ini berbicara tentang “ ‘kebijakan seorang Imam (pemimpin)

terhadap ah kemaslahatan.

r bin Khattab yang

ﬁaﬁl\‘;\jdw& w@mdf‘f\;uw\uq °’ydl_°4
STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALITAGAS S
Kaidah iniYekaaVa Aorﬁ WmRn 'léruAberorlentasi pada

kemaslahatan rakyat, bukan untuk mengikuti keinginan hawa nafsunya atau

keinginan keluarganya, atau kelompoknya. Oleh karena itu setiap kebijakan yang

dibuat oleh lembaga negara harus mengandung kemudahan-kemudahan dalam

8 Prof. H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis (Jakarta: Kencana, 2011) him: 147

' Takhrij hadist tersebut melalui laman web www.dorar.net hingga didapatkan bahwa
hadist tersebut diriwayatkan oleh Al-Bara’ Bin’azim yang di hadistkan oleh Ibnu Katsir dalam
kitab Irsyadu Al-Faqi juz 2 nomor 51 dan sanadnya dinyatakan shohih.


http://www.dorar.net/
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memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat®. Kaidah ini juga diperkuat

oleh surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

- - 2.0

1 52&a3 & G (g e85 1305 lal I eyl 1535 éi’)ﬁ; "
Ui IS 0 &) 28 Uams il ) Js

Sehubungan dengan itu, tindakan dan kebijaksanaan kepala negara dan
pejabat negara harus disesuatkan dengan jiwa keputusan peraturan dan perundang-
undangan dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat banyak. Terlebih lagi
ketika peraturan tersebut menyentuh. kepada lingkup wilayah yang lebih khusus
dari pada negara, maka pemerintah dalam lingkup tersebut sudah semestinya
dapat memberikan kemaslahatan melalui peraturan kebijakan. Karena dalam hal

apapun, pemeri an lebih mengetahui

bagaimana kon
Lo AZalAl Ay g

Dalam Fi uasaan sejak zaman ke

khalifahan. Befiadidr Keklagaahpifu terlis bdikeribans; Inicka muncul berbagai

Iembag&UsN ArNatu I@A lglleluA @Ae, yudikatif).
Maksud kai*ﬁ @as@lavaw lKuaﬁn R]bara—l?qbaga yang khusus

lebih kuat kekuasaannya dari pada lembaga umum.*

. Metode Penelitian

Penelitian  merupakan  serangkaian kegiatan yang membantu

perkembangan ilmu lain dalam mengungkapkan kebenaran atas suatu fenomena

* Ibid., him: 148
21 Asymuni A Rahman, “Qaidah-Qaidah Figh”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) him: 132
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untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan. Namun kegiatan membantu
pengembangan ilmu yang lain itu mengandung pernak-pernik yang cukup
bervariasi sesuai dengan materi, metode, tujuan, dan sifat dari penelitian yang
dilakukan. Maka dari itu dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Penyusun
menggunakan motode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif.
Penelitian hukum< normatif. merupakan penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara menehiti bahan pustaka (hibrary research) atau data sekunder.
Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahanshukum tersier.?**Peter-Mahmud marzuki menyebutkan
dalam buk hukum yang bersifat
al otoritas kekuatan

autoritatif.

hukum.”

Dala [ an hukum yang menjadi

bahan h&FnApTiFed Sl AN CIINITVERSITY

a. SU NA NangKA Ihl(lner(T;AZOM tentang
Pem%ﬁtt@P@raVeWanKUrAngR T A

b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY

22 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta; Ul Pres, 2010) hlm, 52
2 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2007) him: 141
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c. Surat Instruksi Wakil Gubernur D.I Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975
tanggal 5 Maret 1975 perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas
Tanah kepada WNI Non Pribumi.

d. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.

e. Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah
Istimewa Yogyakartas

Dan bahan hukum yang dijadikan bahan hukum. sekunder berupa buku-buku

teks, jurnal hukumliteratur; media cetak dan sebagainya.

Sifat penelitian

Penelitian=ini bersifat Deskriptif-analisis. Deskriptif-analisis ini

n, menguraikan dan

permasalahan yang
diteliti. Ob i ij kil Gubernur Daerah

Istimewa Yog yang ditandai dengan

dikeluarkafinya]Skrat S uAifsi| V\@kil G MeEf A 3844 157imewa Yogyakarta
NoSrlI(}NOA?ijeI(eALI_aIal AGiAripsikan, dan
dianalisY @n @enyunﬁn léorASi)RahTyaA kemudian akan
diinterpretasikan untuk disimpulkan.
Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis-
Normatif. Pendekatan Yuridis-Normatif vyaitu penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai
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bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap
peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.?*
4. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data pada penelitian yaitu secara literatur
dengan menelaah data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Data primer-atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung
dari sumber pertama. Data primeryang digunakan dalam penelitian ini
adalah Surat Instruksi-Wakil" Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor K.898/1/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak

Atas Tanah Kepada Seorang. \WNI Non-Pribumi.

penjelasan mengenai

seperti halnya buku-

dan sebagainya yang

erSTAGT A S AT UK NIRKE REETY Deerah Istimewa

SN ANKAE A G Asmar o
PeMri@al@as‘énaﬁeNa ﬁralRW'rrl NAPribumi.
5. Analisis data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi dengan cara mengkordinasikan data kedalam unit-unit,

% Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, “Penelitin Hukum Normatif- Suatu Tinjauan
Singkat”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) him: 13-14
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melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, menilik mana yang penting dan
yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami
oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data
kualitatif. Artinya, penulis mengkualifikasi data-data yang bersifat umum,
kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Analisis ini juga sering
disebut pendekatan deduktif: Dengan demikian penulis dapat memudahkan
untuk menganalisis permasalahan dengan teliti.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun
membagi dalam beberapa bab dengan ‘tujuan agar mudah dipahami dan

mendapatkan k penelitian ini adalah

sebagai berikut:
Bab | bab, pertama, Yyaitu

pendahuluan yang

merupakan feriegdaséi-teftefaf Refddnodh ah§ Yéfeapat Ui delam latar belakang
masalaksw, NaArNan )K;Aall_llellgA @ An dicapai dari
hasil penelifidn @da(}ngaaNelﬁti%yaR bQ’artWanfaat dari hasil

penelitian. Keempat, telaah pustaka yang berisikan tentang penelusuran terhadap

ua, pokok masalah yang

literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teori yang
berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah.

Keenam, metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam
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penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan yang berisi tentang struktur dari apa
yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab Il adalah pembahasan mengenai teori yang dipakai oleh penulis
sebagai pisau analisis, yang dalam hal ini penulis menggunakan teori Siyasah
Syar’iyah yang didasarkan pada Kaidah-Kaidah Figh Siyasah Syar’iah.

Bab 11l adalah pembahasan mengenai gambaran umum tentang susunan
kepemerintahan di Daerah’ Istimewa Yogyakarta dalam kaitannya dengan
wewenang memberikan aturan terkait pertanahan, penelusuran tentang eksistensi
surat instruksi wakil" gubernur “dalam* hirarki  perundang-undangan, dan
problematika seputar  Surat <Instruksi - Wakil Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak

Atas Tanah Ke | Nen-Prib

kil Gubernur Daerah
enyeragaman Policy

Pemberian Hak Ata Pribumi jika dilihat dari

perspektif S fA S & AL AMIC UNIVERSITY

SaUanALNyanKrAhi I((’l AI Aran-saran atas
penelitian. l\di (D;er@anvntAmWiWIthe'rra ﬁg menjadi kajian

peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Perjalanan hidup seorang manusia sudah dapat dipastikan tidak akan pernah
lepas dari sangkut paut dan peran aktif manusia lain. Manusia sebagai makhluk
sosial yang mempunyai ‘gelar sebagal khalifah dibumi, sudah semestinya selalu
menebar kebajikan lewat setiap tindakan dan. perilaku yang dilakukan. Sebagai
seorang figur pemimpin, hal tersebut juga tidak boleh terabaikan begitu saja,

termasuk ketika seorang pemimpinstersebut hendak mengambil sebuah aturan

kebijakan. Tuj uk mencapai sebuah

kemashlahatan mmat itulah tujuan
sebenarnya dari ashlahatan sebagai ruh

dan tolak ukur seoran membentuk suatu produk

aturan huku&TAaIzE kla&la?ﬁeMlGnHaNlLMtERl&lTa%n mengikuti dan

terbentl&UﬂMAN KAI—I]AGA

Adapun kesMu@ar@ap%itA pKJIiAriRneT[iarA adalah :

1. Surat Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor
K.898/1/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah
Kepada Seorang WNI Non-Pribumi merupakan sebuah bentuk Diskresi /
Freies Ermessen (aturan kebijakan) yang mengacu pada kondisi masyarakat

Yogyakarta di mana penerapannya telah diatur dalam pasal 8 ayat 1 dan 2

78
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undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Aturan kebijakan tersebut diterbitkan ke dalam sebuah
bentuk Surat Edaran yang berbentuk Instruksi. Kewenangan tersebut juga dapat
dilihat dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta. Selain itu, kebijakan Gurbenur Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam memberlakukan surat instruki tersebut merupakan sebuah tindakan
Affirmative Action  guna tercapainya kesetaraan dan kesejahteraan warga
masyarakat Yogyakarta:

Tindakan affirmative action tersebut dituangkan dalam sebuah surat
edaran yang menginstruksikan kepada' internal pemerintah yang berada di
bawah naungan Gubernur. Surat. instruksi tersebut tidak termasuk ke dalam

at edaran yang tidak

ukan kepada internal
terhadap masyarkat.

. Adapun hal vyan

merupaka® Faleli Satl SletukARddkdn) bt faid hemerintah lakukan

dalarSMrNuANnenKALvl&jA@A dari pemodal
besar yarY p@n@yﬁ(ed%dal(naﬁrkRkefl?unApada saat itu dan

dinilai dapat melahirkan kesenjangan ekonomi. Langkah tersebut sejalan

mbuat kebijakan tersebut

dengan apa yang dimaksudkan dalam konsep Siyasah Syar’iyah yang pada
hakikatnya kemashlahatan ummat merupakan faktor utama yang harus

diwujudkan oleh seorang pemimpin melalui setiap kebijakan yang dikeluarkan.
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B. Saran

Setelah melakukan kajian terhadap pengambilan kebijakan Gubernur berupa
penetapan Surat Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
Nomor K.898/I/A 1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas
Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Nonpribumi dengan
menggunakan kacamata Sivasah Syar ivah yang mana dalam hal ini penulis lebih
menekankan pada penerapan Kaidah-Kaidah. Kulliyah Fighiah, maka penulis
beranggapan bahwa hendaknya dalam. setiap jpengambilan keputusan, seorang
pemangku jabatan sudah selayaknya untuk selalu menjaga amanat yang
dibebankan kepadanya dan memperhatikan aspek kemashlahatan bagi setiap
warganya, karena kesejahteraan rakyat merupakan sebuah prioritas tanggung

jawab utama ba

Demikian k Atas Tanah Warga

yang penulis dapat dalamnya masih terdapat

banyak sek&TRAIENIS] AMET EINTRERSITY kata sempurna

dikarensrlkaNaAeNahuKA Ignllil AGAenulis sangat
berharap de\dan@«iYan Nn Kasﬁn Rng'Ferﬁt konstruktif dan

membangun dari berbagai pihak agar dapat dilakukan perbaikan. Semoga hasil
penelitian yang terangkum dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi

semua pembaca dan semua kalangan.
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